BAB IV
ANALISIS

A. Pandangan Al-Quran Terhadap Praktek Kolusi Dan Neptisme

Allah SWT berfirman dalam surat Hud ayat 6, bahwiak satu
binatang melata pun di bumi ini yang tidak dijama@zekinya oleh Allah. Ini
artinya binatang yang pernah mendapat kesempatdump hpasti pernah
mendapatkan rezeki dari Allah.

Perintah agama kepada kita dalam soal rezeki adalahya ikhtiar
yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan rezekilyalagy Dengan arti, apa
yang menjadi rezeki bagi kita sekaligus adalah kmiita. Sesuatu yang
menjadi milik yang syah bagi seseorang atau suanhbaga, tidak berubah
menjadi milik orang atau lembaga lain, kecuali dengmelalui thuruq
masru’ah(cara-cara yang dibenarka oleh agarha).

Harta yang diperoleh seseorang dengan jalan yatak tbenar,
misalnya uang hasil mencuri, riba, korupsi dan -lain, adalah haram.
Selama berstatus haram, maka harta tersebut tidak digunakan karena
bukan miliknya. Dia berkewajiban mengembalikan kigppemilik yang sah.
Ironisnya, pemeluk agama banyak yang sudah tidakilpgada halal dan
haram. Buktinya tidak sedikit dari mereka yang beraelakukan kolusi dan
nepotisme dan tindak kejahatan lainnya. Kata kotlesn nepotisme juga
korupsi menjadi kata yang sangat banyak diucapkamgadi negeri ini.

Kolusi dan nepotisme adalah pengkhianatan terhaalaanah
(kepercayaan) dengan mengambil atau menerima hanang, atau manfaat
yang merugikan publik secara moral dan materialugiadan nepotisme bisa
disebut sebagai pencurian tingkat elit, karena &dmga dilakukan oleh orang

yang sedang mendapat kepercayaan dalam berbaglmylav

! P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan tdkagjaKorupsi di Negeri
Kaum Beragamalakarta: Kementerian —Partnership, 2004, him. B#/-1
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Menjadi koruptor tidak gampang, karena salah satusyaratnya
adalah adanya amanah yang dipercayakan kepadamgp tgemyata salah
alamat. Orang yang memikul amanah yang kemudianaaiekoruptor itu
adakalanya pada awalnya amanah (jujur) tapi kemubierubah menjadi
pengkhianat, yang jelas koruptor itu dalam banyak rherupakan produk
sistem yang rusak. Sebab ada dugaan keras, bahdmkikan, bahwa
maraknya kolusi dan nepotisme juga korupsi di regair adalah cerminan
dari rusaknya masyarakat kita, khususnya dibidakigak dan moralitas,
sehingga orang jujur disini menjadi makhluk langka.

Kolusi sebenarnya berasal dari bahasa leditution yang artinya
penyuapan atalcorumpere yang artinya merusak, kolusi adalah tindak
kejahatan penyelewengan dana, wewenang, amanatsetsmgainya untuk
kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompe@kpang dapat merugikan
negara maupun pihak lain.

Syari'at Islam bertujuan untuk mewujudkan kemadkahéagi umat
manusia, yakni apa yang disebut sebagaigashidush syari’ahDiantara
kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalpkliearanya hartah{fdzul
mal) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewenga

Perbuatan kolusi dapat dilihat dari berbagai sdgertama
perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dapyas yang berpotensi
merugikan keuangan negara dan kepentingan pubdikindada relevansinya
dengan kandungan surat Ali Imran (3): 1&ledug perbuatan kolusi dan
nepotisme berupa penyalahgunaan kekuasaan dan wamgvemntuk
memperkaya diri sendiri maupun orang lain merupakemgkhianatan
terhadap amanat dan sumpah jabatan. Mengkhianatia adalah perbuatan
dosa dan salah satu karakter munafik yang dibdahi Allah SWT, sehingga
hukumnya haram. (al-Anfal, 8: 27; dan an-Nisa’',8).Xetiga, perbuatan
kolusi dan nepotisme untuk memperkaya diri dan gptaim atas harta negara

adalah perbuatan dzalim, karena kekayaan negatahalarta publik yang

2 1bid, him.170
3, Ibid. him. 171
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berasal dari jerih payah masyarakat termasuk kauskiomndan rakyat kecil.
Perbuatan dzalim ini patut mendapat adzab yandhg@arZukhruf 43: 65).
Keempat termasuk kategori korupsi adalah kolusi dan rnispm dengan
memberikan fasilitas negara kepada seseorang daiglierhak karena deal-
deal tertentu, seperti menerima suap (pemberian)i @&hak yang
diuntungkannya tersebtt.

Tindak pidana kolusi dan nepotisme berkaitan eestgen proses
pentasarupan yang dilakukan oleh seseorang yanglapanhamanat dalam
suatu jabatan. Dalam hal ini ada relevansinya dekgalah:
daladl b gie 4 ) e ola¥) < ai (Pentasarupan imam (pemimpin) terhadap
rakyat haruslah didasarkan atas kemaslahatgks-Suyuthi, Al-Asybah wan-
Nadhoir: 83) dan juga dengan kaidakiadl <o pai o sl ge o paia JS
(setiap orang yang bertasaruf untuk kepentingan gram, dia berkewajiban
untuk mentasarupkannya berdasarkan kemaslahai@sSubky, Al-Asybah
wan-Nadhoir I: 310).

Dengan demikian pula tindak pidana kolusi dan risp@ ini ada
hubungannya dengan kaidaksac) » = »331 2 » L (sesuatu yang diharamkan
di dalam memperolehnya, diharamkan pula untuk ddaer kepada pihak
lain). (As-Suyuthi, Al-Asybah wan-Nadhoir: 102). Hadan lain-lain yang
diperoleh dari hasil kolusi dan nepotisme juga marantuk ditasyarufkan
dalam berbagai hal termasuk dalam “amal salih”.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah dikatakan bahdak pidana
kolusi dan nepotisme dikategorikan sebagai tindgdemgkhianatan terhadap
amanat dan juga merupakan perbuatan dzalim. S¢ctal#as kolusi dan
nepotisme dapat dikategorikan sebagai ma’syiat,unatidak ada ketentuan
dari syari’ tentang bentuk sanksinya di dunia.

Untuk melacak kedudukan hukum korupsi dan kolusiarda
khazanah hukum Islam bisa ditelusuri melalui konsagagah (pencurian),
risywah (suap),khiyanat (pengkhianatan)gasysy(penipuan). Bahasa moral
dan kemanusiaan yang sarat dengan etika dan pehlatum itu secara jelas

4 Ibid, him.176
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terkandung dalam Al-Qur'an dan As-sunnah melaludueaya para ahli
Hukum Islam menggali dan mengembangkan berbagari teampai
pelembagaannya dalam pranata masyarakat fslam.

Secara teoritis, kedudukan korupsi sebagai intdatkan yang
biasanya didukung oleh tindakan kolusi dan nepaisnerupakan tindakan
kriminal (jinayah atau jarimah). Asas legalitaskbm Islam tentang korupsi
sangat jelas dan tegas. Tindakan kolusi mengandielk pencurian
(saragah) karena mengambil hak atau harta suatu lembagaatang lain
dengan cara yang tidak sah. Hal ini sangatlah t@rtgan dengan peringatan
Allah dalam Al-Qur’an yang melarang perbuatan ini.

Adapun hukuman bagi seorang koruptor (pencuri)tajtean oleh
Al-Qur'an dengan hukum potong tangan (walaupun pethedaan pendapat
antara ulama fikih berkaitan dengan penafsiran emgintasi qatha’'a (potong
tangan)’

Tindakan kolusi dan nepotisme yang hakekatnya dediikcurian
memang harus diberikan hukuman yang setimpal sesmgan dampak yang
ditimbulkannya. Tindakan kolusi dan nepotisme mumghkidak bisa
disamakan dengan tindakan pencurian biasa, karehsikdan nepotisme
biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai aksksiasaan dalam
semua tingkatan. Dampak yang ditimbulkannya bedabsyat, khususnya
koruptor dari pejabat atau birokrat yang mempurakses kekuasaan yang
sangat besar.

Tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme biasanyaktigrlepas dari
budaya suap-menyuapisywah) yang sudah sangat kita kenal dilingkungan
budaya birokrasi, dan telah merasuki sistem janngang amat luas dalam
masyarakat umum.

Menurut pandangan Yusuf Qardhawi, bahwa tindakamyymegpan
merupakan suatu tindakan untuk mencapai tujuanentiert Tindakan

penyuapan, terutama bagi seorang Hakim yang disaapt dijuluki sebagai

® . Tobib Al-Asyhar,Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani daudian
RohaniJakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003, him. 112-113
® Ibid, him.115
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penjahat yang sangat keji. Perbuatannya merupa&aalikhan yang sangat
destruktif, baik secara moral sosial maupun ekonomi
Oleh karenanya, hukum Islam memposisikan tindalkangsi (dan

kolusi juga nepotisme) sebagai bentuk kegiatan ikaimdalam segala
bentuknya. Pelaku korupsi (kolusi dan nepotisme gyaijung-ujungnya
meraup harta yang bukan miliknya dengan cara yahak tsyah) dalam
konteks hukum Islam dapat disebut sebagai penpariyuap, pengkhianat
dan penipu, yang karena itu harus diberi hukumamg ysetimpal sesuai
dampak sosial yang ditimbulkannya dan haram baga palakunya untuk

masuk surga.

B. Dampak Praktek Kolusi dan Nepotisme Bagi KehiduparMasyarakat

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia dat
sedemikian menghujam dan menukik sampai wilayadntixh dalam struktur
pemerintahan kita. Upaya pemberantasannya pun tedalpayakan
sedemikian lama. Pada 1960, misalnya dengan dikaloaya Perpu No.
24/1960 yang kemudian oleh UU No. 1/1961 dinyatakabhagai undang-
undang dengan nama undang-undang tentang pengugetaumntutan, dan
pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Dari titik itulah, kemudian melahirkan UU No. 3/IB7%entang
pemberantasan tindak korupsi. Hasilnya juga samgatprihatinkan, bahkan
negeri kita dalam deretan nomor tiga negara k8rup.

Pada masa awal reformasi baru bergulir, rakyat ghememiliki
mimpi-mimpi indah. Rakyat bermimpi, bahwa padatsusaat nanti akan
lahir sebuah tatanan kenegaraan yang bersih dawiblaeva. Para
pemimpinnya dihargai rakyat, rakyat mematuhi segaeaturan yang ada.
Ada rasa saling asah, asuh dan asih sesama warggabaTidak ada
pemborosan dan kebocoran yang berlebih-lebihanu kalaada, masih dalam

batas kewajaran dan kelaziman.

’ . Ibid, him.116
8 . Dwi Saputra. dkkTiada Ruang Tanpa Korup$Semarang : Basmala Mutiara Grafika,
2004, him. 99
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Namun apa yang terjadi? Mimpi-mimpi indah itu bedabmenjadi
mimpi-mimpi buruk. Dimana wakil rakyat yang seberya bisa mengontrol
roda pemerintahan, justru semakin tidak bisa dikbnMasalah pengeluran
dana bukan hanya terjadi kebocoran, tetapi yarjgdieadalah kebanijiran,
harapan terciptanya kondisi pemerintahan yang tbelan berwibawa justru
sebaliknya kotor dan memalukan. Mimpi-mimpi indadkyat ini, paralel
dengan mimpi-mimpi indah yang pernah dimiliki oleara aktivis Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa dan oranggorang peduli dengan
nasib rakyat pada saat berhasil menggulirkan isuésar di awal reformasi.
Mimpi-mimpi indah para aktivis sosial ini, juga besil seperti mimpi-mimpi
rakyat. Realitas yang diperoleh, justru sebalikrdijana mereka tidak lagi
menemui birokrasi yang bersih, legislatif yang bbawa karena kekritisan
dan komitmennya untuk mengontrol eksekutif.

Mereka kini disuguhi dengan kondisi sebaliknya, nfakudaya
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang semakinnggila. Efektivitas
penegakan hukum yang semakin tidak ada, jual &leditan, putusan peradilan
dan barter kebijakan dengan uang terjadi disenmiu&dkuasaan dan akhirnya,
mereka tidak berdaya untuk melakukan sesuatu untakienuhi mimpi-
mimpi indahnya. Kini partai politik sudah diramaikdengan perekrutan para
calon legislatif’

Sudah menjadi kelaziman, kalau kegiatan terselwardai dengan
kasak-kusuk, sodok sana-sini, bahkan ada yang ibergar-menawar harga
kursi, kursi jadi dan kursi tidak jadi. Antar calggga sudah melakukan
kontrak-kontrak politik, kompensasi apa yang ak#doerikan dari caleg yang
jadi anggota terhadap caleg yang tidak jadi angdetean. Masalah hubungan
famili, kedekatan pribadi dengan top partai, hulamgantri-kyai, dan lain-
lain, menjadi sisi penentu untuk lolos menjadi galguga ramai
diperbincangkan. Masih banyak lagi dampak prakblki& dan nepotisme lain

bagi masyarakat.

° Ibid, him.165
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Praktek kejahatan kolusi dan nepotisme pada dgsamerupakan
masalah sensitif bagi masyarakat yang bersangkkiamena menyangkut
nasib masa kini dan masa depan kehidupan bersamamiena kolusi dan
nepotisme ini menunjukkan bahwa hal itu muncul ldise kekuasaan-
kekuasaan yang tanpa nilai menjadi penyebab tingalkolusi dan nepotisme
politik, tanpa nilai. Di sini berarti tidak sesudéngan etika dan moral yang
ada’®

Praktek-praktek perbuatan yang tidak jelas dan Ipgéanda tanya
semacam itu sebenarnya perlu direspon secara wlehlamasyarakat, supaya
tidak menjadi beban moral masyarakat dan menuruwkaswva hukum begitu
pula praktek perbuatan lain yang perlu mendapditéesmilik negara di luar
dinas. Sedikit banyak akibar dari perbuatan inigana akan menderta
kerugian. Kejahatan kolusi dan nepotisme secargslarg maupun tidak
langsung merugikan keuangan negara atau perekomam@ara, yang pada
saat yang sama, upaya pemberantasan kolusi datismepaidak realistis jika
tanpa mengkut sertakan partisipasi masyarakat da@sal 41 UU No. 31
tahun 1999 tentang pemberantasan kolusi dan m&gdaratuk memberikan
kontribusi peran sosial dalam pemberantasan kdarsinepotisme.

Operasionalisasi peran masyarakat ini juga dapapmisentasikan
dalam bentuk kegiatan LSM dengan berbagai corakanisgsi seperti
pemantauan, transparansi atau nama lain sejeniSstaagai konsekuensi
dimungkinkannya peran masyarakat ini, perlu diatentang jaminan
perlindungan bagi saksi dan pelapor, maka tidak @k partisipasi optimal
dari masyarakat. Kehadiran LSM dalam sebuah masyfarmerupakan
kenyataan yang tidak dapat ditolak. Hal itu kardy@gaimana pun juga,
kapasitas pemerintah terbatas, tidak semua kebutwsga masyarakat
dipenuhi oleh pemerintah. Kegiatan pelayanan tjdekng akan lebih efisien

dan efektif kalau dilakukan oleh masyarakat.

19 Dr. Artidjo al-KautsarSH.LLM, Korupsi Politik di Negara Moderryogyakarta : FH
Ull Press. 2008, him. 199
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Paparan diatas menunjukkan bahwa mencakup prakieisi kdan
nepotisme disuatu pemerintahan cenderung diakibatkéeh suasana
pemerintahan yang korup, pemerintahan yang sudaimggalakan nilai-nilai
moralitas. Budaya malu telah lenyap. Keyakinan gdaembalasan terhadap
segala perilaku keimanan mulai diragukan. Segalbatkaktifitas diukur
dengan materi.

Terapi terhadap gejala penyakit sosial yang demikiaenurut
pandangan islam karena lemahnya keimanan dan keyalkikan kebenaran
ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi pedoman umat isi@heh karena itu perlu
adanya upaya peningkatan keimanan bagi seluruh &oempbangsa juga yang

harus ditegakkan adalah adanya supremasi hukum.



